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BUPATI HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA

NOMOR 26 TAHUN 2022
TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (6)
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Standar Harga Satuan;

I

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat I di
Kalimantan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor & Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat 11 Tanah Laut, Dacrah Tingkat
Il Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat I di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2756);

Undang-Undang Nomeor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijjakan Keuangan
Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan
Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19 dan/atau
dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional danjatau Stabilitas Sistem
Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
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2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6485];

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tenlang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indoncsia Tahun
2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 657 3);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah  Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 63523);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun
2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 lentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
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Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomer 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun
2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16
Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
(Lemmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
63);

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar
Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunarl
Gedung Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 1433);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 8
Tahun 2012 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara
Tahun 2012 Nomor 18);

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunarn Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara
Tahun 2016 Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 3
Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun
2021 Nomor 3);
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Paszal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

ll'.'Jl

(1)

(2)

(1)
(2)

Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBLD
adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.

Saruan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan
Urusan Pemerintahan daerah.

Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA merupakan
dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rancana pendapatan,
rancana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan
sebagai dasar penyusunan APBD.

Standar Harga Satuan yang selanjutnya disingkat SHS adalah besaran
satuan harga tertinggi yang digunakan dalam penyusunan RKA SKPD.

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain,
selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masvarakat hukum yang
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan pengurus
urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui
dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

Pasal 2

Maksud penetapan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi Perangkat
Daerah dalam penyusunan perencanaan RKA-SKPD dan DPA-SKPD sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangar.

Tujuan pengaturan SHS adalah terwujudnya perencanaan dan pelaksanaan

anggaran berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II
PENETAPAN STANDAR HARGA SATUAN
Pasal 3
Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan SHS di Daerah.

Penetapan SHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
Keputusan Bupat.
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Pasal 4

(1) SHS dalam perencanaan anggaran berfungsi sebagai:
a. batasan tertinggi dalam penyusunan RKA Perangkal Daerah berbasis
kinerja; dan
b. bahan penghitungan pagu indikatif anggaran pendapatan dan belanja
Daerah.

(2) Realisasi belanja SHS mengacu pada mekanisme yang diatur dalam
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

S8H sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sudah termasuk perhitungan
komponen pajak yvang berlaku, keuntungan, fluktuasi kenaikan harga dan biaya
angkutan /mobilisasi.

Pasal 6

Dalam hal kegiatan pengadaan barang/jasa yang lokasi pelaksanaannya di Iuar
wilayah Daerah, maka dapat berpedoman pada harga satuan yang ditetapkan
pada daerah setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangarn.

Pasal 7

Khusus untuk jumlah honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang dapat diterima
mengacu kepada ketentuan perundang-undangan.

Pasal 8

(1) Dalam hal terdapat perbedaan SHS yang diatur dalam Peraturan Bupati ini
dengan SHS yang telah ditetapkan oleh Pemerintah vang lebih tinggi, maka
terhadap SHS tersebut berlaku SHS yang ditetapkan Pemerintah yvang lebih
tinggi.

(2) SHS yang tidak tertuang dalam Peraturan Bupati ini, tetapi sudah diatur
oleh Pemerintah vang lebih tinggi, maka terhadap SHS tersebut berlaku SHS
yvang ditetapkan Pemerintah yvang lebih tinggi.

Pasal 9

(1) Dalam hal pada SHS ini tidak terdapat harga satuan barang/jasa yvang akan
digunakan oleh SKPD, maka harga satuan yang digunakan adalah harga
yvang diperoleh melalui proses survei dengan pembanding vang dilaksanakan
oleh SKPD.

(2) Harga yvang dipercleh melalui proses survei vang dilaksanakan oleh SKPD
schbagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambahkan komponen pajak,
keuntungan dan biaya angkutan/mobilisasi sepanjang perhitungannya
dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 10

(1) Harga yang tercantum dalam SHS Tahun 2023 sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 berdasarkan satuan ukuran standar.
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(2) Dalam hal penyusunan dokumen perencanaan teknis yang menggunakan
ukuran di luar satuan ukuran standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
pada jenis barang tertentu, maka dilakukan penyesuaian terhadap harga
satuan.

Pasal 11

(1) Dalam hal terjadi kenaikan harga yang signifikan sebagai akibat dari inflasi
atau kebijakan Pemerintah, maka terhadap SHS yang berlaku dapat
diusulkan perubahan oleh SKPD yang terdampak.

(2) Perubahan SHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada
ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
STANDAR HARGA SATUAN DI DESA

Pasal 12
(1) Bupati menetapkan SHS di Desa.

(2) Penetapan SHS di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan Keputusan Bupati.

BAB 1V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupadl ini mulai berlaku:

a. Penyusunan RKA SKPD Tahun Anggaran 2023 yang telah dilakukan melalui
sistem informasi pemerintah daerah tetap menggunakan SHS vang ada
sepanjang tidak melebihi SHS yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

b. Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 wajib mendasarkan pada SHS yang
diatur dalam Peraturan Bupati ini.

BABV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai
Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada-tanggal 26 September 2022

U BUNGAI UTARA,




Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 2% September 2022

e

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2022 NOMOR 26.



